N TANJUNG JABU

INSPEKTORAT

PEMERINTAH KABUPATE

A

v U

ﬁSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
PEMANTAUAN DAN PENANGANAN TINDAK LANJUT
HASIL PENGAWASAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
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10.

11.

12

13.

14.

15.

g?\?:: 9‘gndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Inv:it:tno‘J | emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Ne sia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
gara Republik Indonesia Nomor 4437);

gndang'undﬂng Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi
Nogara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

omor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negars
Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparal
Pengawasan Intern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik pegawal Negerl Sipl
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia

Nomor 4450),
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahu
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negard

Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010 tentand Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 51 35),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010

tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Bdan Pemeriksa Keuangan,

n 2005 tentang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011
tentang Kebijakan Pengawasan dilingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2012,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten,

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat,

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun
2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pada Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

.
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oo MEMUTUSKAN

netapkan KEP

RACay SAN MERBICTOR KABUPATEN TANJUNG JABUNG

PELAKSANAN PEMAN“NDAR OPERASIONAL PROSEDUE

LANJUT HASIL TAUAN DAN PENANGANAN TINDA

INSPEKTO PENGAWASAN FUNGSIONAL PADA

3 RAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ESATU

l?t&ﬁdar Operasional Prosedur Pelaksanaan pemantauan dan

enanganan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional Pada

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksud adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

K
EDUA Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan pemantauan dan

Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional Pada

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan acuan

bagi APIP pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

dalam meningkatkan efektivitas Pelaksanaan pemantauan dan -

Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional secard -

terpadu, terkoordinasi, dan sinergik sesual tanggung jawab den l‘i..i
wewenangnya masing-masing. |

KETIGA . Hal-hal yang belum diatur dalam keputusar ini, prosedur can
pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUALA TUNGKAL
PADA TANGGAL : 20 APRIL 2015

INSPEKTIUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

faroina Utama Muda
P. '19650110.199003.1‘015

Tembusan:
1. Bupati Tanjung Jabung Barat (sebagai laporan)
2 Para Irbanwil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
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LAMPIRAN : Keputyusan INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 1 700/ / 1sp
TANGGAL April 2015
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

GAMBARAN UMUM
A. Dasar Hukum Penyusunan S0P :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
Bebas dari KKN
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah SOP
5. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/21/M.PAM/11/2008 tentang Penyusunan

Administrasi Pemerintahan. -
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota -

a. Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) :
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011, definisi Standar
Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerir:tah Daerah.

b. Format Standar Operasional Prosedur (SOP) :
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011, Format Standar
Operasional Prosedur adalah bentuk penuangan SOP berupa tulisan dan diagram
Alur.

¢. Manfaat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) :

1. Standar Kinerja Pegawai dalam menyelesaikan, memperbaiki dan mengevaluasi
tugasnya ;

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan seorang
pegawai dalam melaksanakan tugas ;

3. Menigkatkan Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektifitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab individu pegawai dan organisasi secara keseluruhan;

4. Menjamin konsistensi penyelenggaraan pemerintahan dari aspek mutu, waktu
dan prosedur.
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w_wm hak dan tewaibannya.
~ 27 kepastan dan keseragaman dalam proses pelaksanaan tugas.

- teancaran dalam proses pelaksanaan tugas.
Meningka ™an daya guna dan hasil guna secana berkelanyutan.
wm&h”“‘“‘““'mmﬂmm“um
Siakuian oleh aparatur.
Mepertegas anggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagl aparatur.
Mempermudah pengendaian.

o

-~

8. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Fungsional Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

“Adani‘“"“h"c Nonmor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

":"da"é"ﬂﬂdif‘ Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

T27ggung Jawab Keuangan Negara:

feputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

dan Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputuan

Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

§. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengenndalian Intern

Pemerintah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/40/M.PAN/4/2004

tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Instansi Pemerintah;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/120/M_PAN/4/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinsi;

S. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang penyusunan SOP administrasi
Pemerintah.

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Rl Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak
Lznjut Hasil Pengawasan Fungsional;

11 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Rl Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan
Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014
tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pada Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Wops

o~
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C. Penjelasan ;
i M
I énurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Pndo‘meﬂ‘B Nomor 09 Tahun 2009 Tentang pedoman Umum pelsksanasn,
emantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasll pengawasan Fungsional :

1) Maksud dan Tujuan
a) Maksud
Adalah sebagai acuan bagi instansi
memantau, mengevaluasi, dan melaporkan TLHP
b) Tujuan
(1) Mengkoordinasikan TLHP secara efektif d
bahan/data bagi pemerintah guna menentukan
meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
(2) Memudahkan pemerintah dalam melakukan pelaksanaan, pem
evaluasi, dan pelaporan TLHP fungsional serta menentukan kebiaiakan.
dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui
pemanfaatan hasil pengawasan fungsional;
(3) Mendapatkan informasi ya2ng relevan dan akurat dalam penyusunan
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP fungsional.

pemerintah dalam melaksanakan,
Fungsional.

an efisien, sehingg2 tersedia
kebijakan dalam rangka

antauan,

2) Sasaran
a) Terwujudnya koordinasi anta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan TL
b) Tersedianya basis data TLHP Fungsional
c¢) Tersedianya laporan pelaksanaan dan pemantauan

r instansi pemerintah dalam pelaksanaan

HP Fungsional;
untuk diolah dan dievaluasi;
TLHP Fungsional dengan

format yang seragam.

Pelaksanaan TLHP Fungsional
Pelaksanaan TLHP BPK adalah tanggung jawab pimpinan instansi
an TLHP APIP pada instansi pemerintah daerah

ggungjawab melaksanakan tindak lanjut sesuai
HP-APIP. Oleh sebab itu LHP
kesanggupan melaksanakan

3

—

pemerintah, sedangkan Pelaksana

dilakukan oleh pejabat yng bertan

dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam L

sebaiknya dilengkapi dengan surat pernyataan

tindak lanjut (SPKM-TL)
Pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan TLHP fungsional pada
instansi pemerintah meliputi :

Atasan Langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab,

apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administrative

kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP.

- Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi
pengawasan, apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan
administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja;

- Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa, apabila
saran/rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus
dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instransi lain yang berwenang atau
pihak/instansi lain yang berwenang atau pihak/instansi di luar instansi

pemerintah.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mendorong dan melakukan pemantauan
pelaksanaan TLHP BPK maupun TLHP APIP.
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3) Mekanisme Pelaksanaan TUHP Fungstonal
Pelaksanaan TLHP fungsional adalah segala tindakan yang dilakukan oleh

pihak yang berwenang sesual dengan saran/rekomendas! yang dimust dalam
LHP,

{1) TLHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

(a) Auditi bertanggung jawab dan barkewa)iban  untuk mambaerikan
penjelasan perkembangan pelaksanaan TLHP Kepada BPK, atasannya
dan unit pemantau di lingkungan instans! induknya;

(b) Perkembangan TLHP dilaporkan dengan disertal data/bukt bkt
pendukung tindak lanjut kepada BPK dan dikirimkan secara langsung
atau melalul forum Rapat pemantauan yang diselenggarakan BPK
dengan auditl;

(¢) Tata cara penyampalan perkembangan TLHP BPK mangikutl ketentuan
sebagaimana diatur oleh BPK;

(2) TLHP Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

(a) Auditi yang bertanggungjawab melakukan tindak lanjut berkewajiban
melaksanakan  saran/rekomendasi hasil pengawasan dan
menyerahkan data/buktl pelaksanaan tindak lanjut kepada APIP yang
menerbitkan LHP.

(b) Bukti pelaksanaan TLHP harus disampalkan kepada APIP yang
menerbitkan LHP dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan
TLHP.

(c) Suatu tindak lanjut dinyatakan sah (selesal), apabila telah dilakukan
klarifikasi tindak lanjut antara pimpinan unit kerja pelaksana tindak
lanjut dengan APIP yang menerbitkan LHP. Penetapan status
pelaksanaan TLHP telah “selesai” dinyatakan dalam Berita Acara
Penyelesalan TLHP”

(d) Klarifikasi data TLHP dapat dilakukan secara berkala melalul forum
rapat pemutahiran data TLHP, hasil rapat pemutahiran rata TLHP APIP
dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemutahiran data TLHP yang
ditandatangani oleh pejabat instansi pemerintah yang diperiksa dan
pekjabat APIP yang berkompeten.

(3) Tindak Lanjut atas temuan Hasil Pengawasan yang sulit ditindaklanjuti
Temuan hasil pengawasan yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti dan
memiliki sebab-sebab yang logis berdasarkan evaluasi kasus dan kondisi,
atau telah diupayakan pelaksanaan TLHP-nya oleh auditi, dapat
dihapuskan dari temuan hasil pengawasan. Penghapusan temuan
tersebut harus melalui mekanisme yang diatur dengan melibatkan tim
evaluasi dan membuat berita acara yang ditandatangani pimpinan auditi
yang berwenang, pejabat pengawas (BPK atau APIP), pejabat teknis yang
berkompeten sesuai dengan substansi permasalahan, dan pejabat

kementerian Negara PAN. Ketentuan mekanisme tersebut akan diatur
lebih lanjut oleh menteri Negara PAN.

(4) Pelimpahan Temuan Hasil Pengawasan
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)

c)

PRRMASAARAN TLHE hngamnal dapat dilmpahban bapads  pihatk  lein

e T I O S T TR TR L L

() TRapman  mmusan  vang  Berelinasl  tvkeh  pldlens  Barupsl yeng
MBI peratuian peranidangsn  menjadl  kewsnsngen  sperel
POREgAl Rk, maks penyslesaian press  hukumiays  dlesrshken
hopada aparat prasgal hukam (Kepalinian, kejaksssn stau KFK) unih
dilahuikan panvelidtiban, prnyidiban | dan penuniaten mmialul prosss
shlting pengadilan

(1) Vivibak laniul temuan Bemipe penaginan stas pluteng Negars meks

penvelasaian ek lanjutnys diasrshkan kapada dirakiorst jendersl

Kehayann Negara

() Teralt rearganisast Inatanst/unit kerja etk berupa pembubesran,
pengrabungan, paramplingan dan rehagainys ehingss Wnstanel sudtl
emule berubah namas stay bentuk dart yang disebuthkan di dalam NP,
maka penyelesalan tindak lanjutnys diserahkarn kapads Instansi/unk
keija baru yang mengemban pelaksanasn fugas pokok dan fungst
atanal pamediniah lamas

Mekanivime  administiast,  pelimpahan darl  masing-masing  audit

menghutl prosedur sebagaimana diatur dalam ketantuan yang herlaku

fends Tindak Landut

Jenis tindak lanjut dikelompokkan sesual dangan tindakan yang dimuat dalam

saran/rekomendas yang diberikan oleh BPK dan AP adalah

(1) Penyetoran ke Kas Negara, Daerah, dan BUMN/BUMD atau entitas mitik
Negara/Daerah lalnnya;

(2) Penyerahan barang dan jasa kepada neagara;

(3) Pelimpahan kepada aparat penegak hukum atau plhak lain yang
berwenang dan bertanggung jawab;

(4) Tindakan administratif atau hukuman disiplin PNS;

() Perbalkan dalam penerapan system pangandalian intern pamarintah,

(6) Jenls tindak lanjut lainnya yang tidak termasuk dalam butic 1 sampal
dengan butlr & di atas,

Status Tindak Lanjut
Penerapan status tindak lanjut merupakan kewenangan masing-masing
lembaga audit yang menerbitkan LHP, Hasll pengawasan BPK status tindak

lanjutnya ditetapkan oleh BPK, sedangkan hasil pengawasan APIP status
tindak lanjutnya ditetapkan oleh APIP bersangkutan.

Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada alinia diatas,
dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut, sebagai berikut :

(1) Selesal, apablila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP telah
dilaksanakan dan dinilal sesual dengan saran/rekomendasi dan disetujul
oleh lembaga pengawas yang berwenang;

(2) Dalam proses, apabila seluruh atau sebaglan saran/rekomendasi di
dalam LHP yang dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut yang
disampalkan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut
belum mendapat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.

5
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| yang dimuat
(3) Belum ditindaklanjuti, apabila seluruh saran/rekomendas! yang

dalam LHP belum dilaksanakan oleh Auditi dimuat
(4) Tidak dapat ditindaklanjuti, apabila uran/rekomendasl yang

]
dalam LHP ternyata mengandung kelemahan saran/re::me:‘d:lnvimﬂ:
timbul karena berbagai sebab, sehingga dapat melaksana

lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi audit.

nal
4) Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan TLHP Funsio

a) Penatausahaan Data TLHP Fungsional
" i erta data
Data temuan dan TLHP meliputi data hasil pengawasan e nsur-

i irl atas u
pelaksanaan tindak lanjut pada instansi peme”n"h yang terdirl

i Jain ya
unsur temuan, jenis tindak lanjut, status tindak [anjut, dan data s

terkait dengan temuan.
Penatausahaan data TLHP fung
pemantau TLHP dengan memperhatikan hal-hal
(1) Data temuan dan TLHP dikelompokkan sest et
yang berkaitan dengan saran/ rekomendasi yang diterima; a
(2) Da:: temuan hasil pengawasan fungsional beserta tindak lanjutny2 wajt‘b
dicatat dan ditatausahakan dengan tertib secara manisal dan Ekk.u?n.ﬁ
sebagai bahan pemantauan, penetapan kebijakan, dan penegakan -yt

pegawai.

b) Mekanisme Pemantauan TLHP Fungsional
Lembaga pengawas, baik BPK maupun APIP berke
fungsional oleh instansi pemerintah yang menjadi auditi sesual de’ngan
peraturan perundang-undangan dan stansar audit yang berlaku. Pemerintah
sebagai auditi berkepentingan untuk memantau perkembangan TLHP
fungsional yang dilaksanakan oleh seluruh Instansi Pemerintah untuk
koordinasi data dan informasi hasil pengawasan dan tindak lanjutnya.
Teknis pemantauan pemerintah terhadap berbagai hasil pengawasan
dilaksnakan oleh unit pemantau masing-masing instansi.

¢) Evaluasi TLHP Fungsiuonal

d) Pelaporan TLHP Fungsional

e) Batas Waktu TLHP Fungsional . .

f) Sanksi

sional dilaksanakan oleh auditi dan unit

sebagal berikut :
ai sesual dengan tindakan

wajiban memantau TLHP

IIl. Prosedur Pelaksanaan Pemantuan dan Penanganan Tindak Lanjut atas Temuan
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

1. Dasar Hukum :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
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uangan
4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuang

dan Kinerja Instansi Pemerintah; isti
5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sist

Intern Pemerintah; anaan
6) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentand Pe.do;nnaan t':f;‘:‘ks perrh

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negaré, sebagaim

dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, Negara Rl Nomor
7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan b n SOP Administrasi

PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Penyusuna

Pemerintah a Nomor 09
8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaén Aparatg r::;%zruan Evaluasi

Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, PoT ’

dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan FoR 2 Tai:wun 2010 tentang
9) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nom0{l pemeriksaan Badan

Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasl

Pemeriksa Keuangan, ang Standar
10)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun %?,:tlhtenlgroané‘»i dan

Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Peme

Kabupaten/Kota; r Nomor
11)Keputusan  Menteri Pendayagunaan Aparatu;n g:,%sztauan, dan

KEP/40/M.PAN/4/2004 tentang Pedoman Pelaksana pemeriksa Keuangan

Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan

pada Instansi Pemerintah; Nomor
12)Keputusan  Menteri Pendayagunaan aratrgznaSiﬂegaFa

KEP/94/M. PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koo 2008 sebagaimana telah
13)Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahuﬂt Nomer 10 Tahun 2014

diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Bara baga Teknis Daerah

tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pPada Lembag

Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

m Pengendalian

. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar Operasional Prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI
i Pemerinatah dalam

dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Instansi ; '
melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI secara efektif, efisien,

dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan pelaporan TLHP BPKRI.

Tujuan SOP ini untuk :

1) Memudahkan koordinasi dengan instansi terhadap TLHP BPK RI secara
efektif dan efisien, sehingga tersedia bahan/data bagi pemerintah daerah
guna menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi
Pemerintah Daerah;

2) Memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelaksanaan,
pemantauan dan pelaporan TLHP serta menentukan kebijakan dalam rangka
meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah melalui pemanfaatan hasil
pengawasan BPK RI;

3) Mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dalam menyusun
pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI..
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3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriks
Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencakup pe

aan BPK Rl pada Pemer:"d-a!wni
|aksanaan, pemantaus

pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK R, yaitu

1.

2

4. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK Ri

1)

2)

3)

4)

5)

Pemeriksaan Keuangan

Laporan hasil pemeriksaan keuangan
Pemeriksaan Kinerja

Laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK RI
kesimpulan, dan rekomendasi; dan

BPK RI akan menghasilkan opini),

akan menghasilkan temuan,

. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu tertentu BPK RI akan menghasilkan

Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan
kesimpulan.

: | kepada Bupall
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan Olahnlz::}bisan disampaikan
dan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat denga

kepada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. |
Rl yang dibentuk oleh Bupatl

i dan mengidentifikasi Kondisi,
paikan selama 3

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

: lajar
Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempe e
Kriteria dan Rekomendasi atas LHP BPK Rl yang baru disa

(tiga) hari.

n yang ditandatangani Wakil

L ‘ enegasa , ;
Lo S Lokt mambuat JORL FRURS ksanakan Rekomendasi Hasil

Bupati disampaikan kepada SKPD untukb mela
Pemeriksaan BPK Rl selama 5 (lima) hari;

Terkait dengan temuan hasil pemeriksaan pada angka 3, SKP_D _tedel:h
dahulu membuat Rencana Aksi atas pelaksanaan Rekomendasi diketahui
oleh Sekretaris Daerah disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Bar_at Cq
Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dihimpt{n gleh Tim deak_
Lanjut Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi Rencana Aksi
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditanda tangani oleh
Bupati Tanjung Jabung Barat selanjutnya disampaikan kepada BPK RI
selama 5 (lima) hari.

Dalam masa tenggang waktu penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BPK R, Irbanwil sebagai pembina masing-masing SKPD wajib memberikan
arahan atas penyelesaian tuntas masing-masing temuan hasil pemeriksaan
pada SKPD yang bersangkutan secara tertulis dan sistematis dengan
melampirkan data/bukti-bukti pendukung  tindak lanjut penyelesaiannya
(untuk lampiran bukti setor ke Kas Negara/Daerah wajib disahkan dari bank
dimana penyetoran dilakukan dengan melampirkan rekening koran telah
diterima oleh kas daerah, sedangkan untuk perhitungan pertanggung jawaban
wajib dilampirkan perhitungan secara rinci atas kekurangan dalam temuan
hasil pemeriksaan) selama 37 (tiga puluh tujuh) hari.

Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan oleh

Kepala SKPD, maka wajib memberikan alasan yang syah (secara tertulis)
antara lain meliputi :
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pencana alam,

n, ravolusl,
melaksanakan

a. force majeur, keadaan peperangan, kerusuha
tidak dapal

pemogokan, kebakaran yang mengakibatkan
tindak lanjut.
b. Subyek atau rekomendasi dalam proses peradilan
alau dalam proses

pejabat menjadi tersangka, ditahan, terpidana
peradilan

c. Rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti secara ofekiif, efisien dan
ekonomis.

7) Tim Tindak Lanjut menghimpun dan merekap seluruh bukli penyelesalan
atas bukl penyel@saian untuk

Rekomendasi dengan melakukan validasi
disampaikan kepada BPK Rl dan tembusan DPRD Kabupaten Tanung
Jabung Barat selama 10 (sepuluh) hari.
Dengan demikian batas waktu 60 (enam puluh) hari setelan LHP
dari BPK Rl kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Penyampaian bukti penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan kepada
BPK RI, dibuatkan tanda terima dengan mencantumkan nama dan tanggal

penerima.

diserahkan
Barat telah

n kepada BPK RI

setelah diserahka
klasifikasi :

9) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari _
dengan memberikan

melakukan pembahasan atas temuan

a. Tindak lanjut telah sesuai rekomendasi
b. Tindak lanjut belum sesuai rekoemndasi
c. Rekomendasi belum ditindak lanjuti

d. Rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti

PEMANTAUAN TLHP BPK RI

1) Pemantauan TLHP BPK merupakan ta
Pemerintah Daerah yang secara teknis
pada instansi yang bersangkutan;

nggung jawab Pimpinan Instansi
dilaksanakan oleh unit pemantau

2) Unit pemantau pada instansi tersebut  berkewajiban memantau
perkembangan TLHP dan melaporkan hasil pemantauan setiap 6 (enam)
bulan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan Menteri Negara

PAN.

PELAPORAN TLHP BPKRI
1) Laporan TLHP pada Instansi Pemerintah Daerah disusun setiap semester

oleh unit pemantau dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah
yang bersangkutan dan dikoordinasikan secara berjenjang oleh Menteri
Dalam Negeri dan disampaikan kepada Menteri Negara PAN.

2) SKPD waijib melaksanakan tindak lanjut temuan LHP BPK RI dan melaporkan
pelaksanaan tindaklanjut LHP kepada BPK RI dan DPRD sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan tembusannya disampaikan
kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Inspektur selaku Sekretaris Tim

TLHP BPKRIL
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7. BATAS WAKTU TLHP

; i 1
Batas waktu pelaksanaan TLHP oleh Pimpinan Unit Kerja pada auditi selamba
lambatnya 60 (enam Puluh) hari kalender setelah LHP diterima.

atas
ll. Prosedur Pelaksanaan Pemantuan dan Penanganan Tindak Lanjut

njun
Temuan Pemeriksaan Kasus/khusus oleh Inspektorat Kabupaten Ta Jung
Jabung Barat

1. Dasar Hukum :

; dallan
1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistim Pengen
Intern Pemerintah;

| Nomor
2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur N%gg[r:aAEmlnislrul
PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Penyusunan
Pemerintah

Tahun

3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nonésglzi,i dan
2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, ?em?ntauan.

Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; r

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standa

Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Pemerintah  Provinsi  dan
Kabupaten/Kota:

S) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur NBOEFE: a:m;:rr‘
KEP/40/M.PAN/4/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan,

Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada
Instansi Pemerintah:

8) Keputusan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur ~ Negara  Nomor
KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi;

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar Operasional Prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan Kasus/khusus
dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Instansi Pemerintah dalam
melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Kasus/khusus secara efektif,

efisien, dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan pelaporan TLHP Kasus/khusus.

Tujuan SOP ini untuk :

1) Memudahkan koordinasi dengan instansi terhadap TLHP kas
efektif dan efisien, sehingga tersedia bahan/dat
menentukan kebijakan dalam
Pemerintah Daerah;

2) Memudahkan Pemerintah Daerah dalam  melakukan pelaksanaan,
pemantauan dan pelaporan TLHP serta menentukan kebijakan dalam rangka
meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah melalui pemanfaatan hasil
pengawasan Kasus/khusus;

3) Mendapatkan informasi yang relevan dan akurat

pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP kasus/khus

us/khusus secara
a bagi pemerintah daerah guna
rangka meningkatkan kinerja Instansi

dalam menyusun
us..
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3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kasus/khusus pada
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencakup pelaksanaan,
pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kasus/khusus.

4. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS, .
1) Tim Pemeriksa membuat Nota Dinas Hasil Pemeriksaan dan Tindak lanjut

3)

4)

5)

6)

Hasll Pemeriksaan yang disampaikan dan ditandatangani Wakil _BUD.aﬁ.
Tanjung Jabung Barat 2 hari setelah Nota NHP yang bersangkutan disetujul
oleh Bupati Tanjung Jabung Barat.

Sekretariat Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 hari sejak tindak
lanjut hasil pemeriksaan Kasus/khusus telah ditandatangani wakil Bupal
Tanjung Jabung Barat harus menyampaikannya kepada SKPD/Objek yang
diperiksa untuk ditindaklanjuti.

SKPD/Objek yang diperiksa bertanggungjawab melakukan tindak lanjut,
berkewajiban melaksanakan saran, rekomendasi hasil pemeriksaan dan
menyerahkan data/bukti pelaksanaan tindak lanjut kepada Inspektorat Cq.
Irbanwil terkait dalam waktu 1 bulan.

Inspektur Pembantu Wilayah terkait menelaah/meneliti atas tindak lanjut hasil
pemeriksaan dari SKPD/Objek yang diperiksa berupa data/bukti pelaksanaan
tindak lanjut selama 7 hari :

Untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dianggap selesai apabila telah
dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara pimpinan SKPD/Qbrik yang diperiksa
dengan Tim Pemeriksa, Penetapan status pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai dinyatakan dalam berita acara penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan kemudian disampaikan kepada Inspektur Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Cq. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dianggap belum selesai dikembalikan
kepada SKPD/Obrik yang diperiksa untuk diperbaiki/dilengkapi data/bukti
pelaksanaan tindak lanjut tersebut.

Temuan hasil pemeriksan yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti dan
memiliki sebab-sebab yang logis berdasarkan evaluasi kasus dan kondisi, atau
telah diupayakan pelaksanaan TLHP-nya oleh SKPD/Obrik yang diperiksa,
dapat dihapuskan dari temuan Hasil pemeriksaan melalui mekanisme yang
diatur dengan melibatkan tim evaluasi dan membuat Berita Acara yang
diatandatangani Pimpinan SKPD/Obrik yang diperiksa, Tim pemeriksa dan
pejabat teknis yang berkompeten sesuai dengan substansi permasalahan.

PEMANTAUAN TLHP KASUS/KHUSUS.

1) Pemantauan TLHP Tim Pemeriksa wajib dilaksanakan oleh unit Pemantauan

masing-masing instansi;
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3) Mengadakan rapat Menutahiran data TLHP secara perkala dengan pejabat

yang bert 2

4) Melgku;( anggungjawab melaksanakan tindak lanjut. an) dan

o '"@n  komunikasi (isan (Mekanisme rapat atau kun;uf‘gbat Yy
unikasi tertulis (mekanisme pelaporan/teguran) dengan pej@

bertangnggjawEb :
S : untuk melaksanakan tindak lanjut. TLHP
5) Mewajibkan tim Pemeriksa dalam setiap penugasan untuk memantau

atau hasil pemeriksaan periode sebelumnya.

- PELAPORAN TLHP KASUS/KHUSUS ¢ oleh
Laporan TLHP pada Instansi Pemerintah Daerah disusun setiap sameﬂ: yang
unit pemantau dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pernenma Negefi
bersangkutan dan dikoordinasikan secara berjenjang oleh Menter! Dalam

dan disampaikan kepada Menteri Negara PAN.

. BATAS WAKTU TLHP KASUS/KHUSUS

Batas waklu pelaksanaan TLHP kasus/khusus oleh Pimpinan

diperiksa  selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalen
diterima.

gKPD/obrik yang
der setelah LHP

Kuala Tungkal, April 2015
INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
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